BAB Il

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis pada bab sebelumnya terkait dengan
penggunaan merek Burjo King, dapat disimpulkan bahwa penggunaan merek Burjo
King merupakan suatu pelanggaran merek Burger King. Hal ini dikarenakan merek
Burjo King memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Burger King. Burjo
King dengan tanpa hak menggunakan merek berupa gambar, susunan warna, dan
kata yang mirip dengan merek Burger King sehingga membuat kesan adanya

persamaan di antara keduanya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam

penulisan ini adalah:

1. Burjo King perlu untuk mengganti mereknya karena hal ini merupakan suatu
pelanggaran merek Burger King. Hal ini dapat membuat pihak Burjo King
digugat oleh pihak Burger King atas dasar Pasal 83 UU Merek. Pelanggaran
tersebut juga merupakan suatu tindak pidana sehingga pihak Burger King dapat

mengadukan pihak Burjo King atas dasar Pasal 100 ayat (2) UU Merek dengan
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ancaman pidana penjara selama maksimal 4 tahun dan/atau pidana denda
maksimal 2 miliar rupiah. Selain itu, merek Burjo King juga tidak akan
mendapatkan perlindungan secara hukum karena jika dimohonkan
pendaftarannya, permohonannya akan ditolak atas dasar mempunyai persamaan
pada pokoknya dengan merek Burger King untuk barang dan jasa sejenis.

Burger King tidak perlu menggugat Burjo King atas pelanggaran merek Burger
King karena merek masih berfungsi sebagai pembeda antara Burger King dan
Burjo King. Konsumen tidak terkecoh antara produk Burjo King dengan Burger
King. Konsumen dapat membedakan keduanya karena produk yang dijual
merupakan produk yang berbeda. Namun, apabila Burger King merasa bahwa
pelanggaran merek ini dapat merusak citra merek yang telah dibangun selama
ini dan tidak ingin konsumen mengafiliasikan Burjo King dengan Burger King,

maka gugatan pelanggaran merek maupun aduan tindak pidana dapat dilakukan.
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